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ABSTRAK 
Rangga Risaswara (B11110125), “Kajian Sosiologi Hukum 
Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone” (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta selaku 
Pembimbing I dan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat serta faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi 
di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone 
disebabkan daerah tersebut merupakan salah satu daerah di Kabupaten 
Bone yang memiliki areal persawahan yang cukup luas dengan sasaran 
penelitian yaitu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 
masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian 
ini. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) 
secara umum masyarakat di Kecamatan Barebbo cukup berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi. 
Namun ditemukan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat pada 
dua Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) yang ada di 
Kecamatan Barebbo. (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan Perda tersebut yang terdapat pada salah satu GP3A 
disebabkan oleh cakupan wilayah GP3A yang lebih luas sehingga 
menimbulkan rendahnya intensitas interaksi pengurus GP3A dengan 
masyarakat yang berakibat pada potensi partisipasi yang tidak 
dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu kesadaran masyarakat yang 
tergabung pada salah satu GP3A masih rendah jika dibandingkan dengan 
GP3A yang lain. 
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ABSTRACT 
Rangga Risaswara (B11110125), " Sociology of Law Towards 
Public Participation in the Implementation of Regional Regulation No. 12 in 
2009 about Irrigation Systems in Barebbo Sub-District of Bone District "( 
guided by Andi Pangerang Moenta as Mentor I and Hasbir Paserangi as 
Mentor II) 
This research aimed to determine the level of community 
participation and the inhibiting factors of community participation in the 
implementation of the Regional Regulation No. 12 in 2009 about Irrigation 
Systems in Barebbo Sub-District of Bone District. 
This research was held in Barebbo Sub-District because this area is 
one of the sub-districts in Bone District which has wide area of paddy field. 
The target of research are the Government of Bone District, local 
communities, and other parties that involved in the research. Analysis of 
data is done using a qualitative analysis. 
Results obtained from this study include: (1) general community in 
Barebbo Sub-district have been participate enough in the implementation 
of the Regional Regulation No. 12 in 2009 about Irrigation Systems. But 
different levels of community participation in two groups of Farmer Water 
Users Coalition (GP3A) at Barebbo Sub-district was founded. (2) inhibiting 
factors of public participation in the implementation of this regulation is 
available on one of the two GP3A caused by the wider coverage area of 
that GP3A than the other one giving the low interaction that result the 
potential of participation was not been used. Moreover, public awareness 
of belonging to that GP3A still low when compared with other GP3A.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat adil, makmur dan sentosa, baik itu berupa materiil ataupun 
spiritual sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Negara sebagai pemangku amanat  didirikan demi kepentingan 
rakyat guna mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut 
serta dibentuklah suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama 
untuk merealisasikan kehidupan yang teratur. 
Eksistensi sebuah Negara diharapkan dapat menjadi wadah 
bagi ketentraman hidup dalam mengelolah pembangunan yang merata 
di setiap elemen masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat 
yang harmoni sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat tercipta 
apabila didukung dengan sebuah sistem pembangunan nasional yang 
berorientasi pada partisipasi masyarakat. 
Otonomi daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk membangun daerahnya sesuai dengan 
sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber 
lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Guna mencapai 
harapan tersebut diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada 
pemerintah daerah untuk menggali kemampuan dan permasalahan 
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yang dihadapi masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Produk hukum 
ini sekaligus mengubah  paradigma pembangunan tersentralisasi (top-
down) menjadi pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat 
(bottom-up). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 pasal 2 
ayat 1, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi. Demokrasi berarti mengutamakan musyawarah mufakat 
dalam proses pembangunan. Dengan adanya kesesuaian ini maka 
hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu kebersamaan yang 
berkeadilan digunakan sebagai prinsip dasar dalam pembangunan 
nasional. Kendati demikian pedoman pelaksanaan musyawarah 
rencana pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat berperan 
aktif untuk menyampaikan rencana pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah 
guna merumuskan sistem dan mekanisme perencanaan 
pembangunan. 
Undang-undang tersebut mengatur partisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan. Namun kehadiran aturan tersebut tidak 
menutup kemungkinan hadirnya norma ataupun kaidah sosial dalam 
masyarakat yang merupakan akibat adanya gejolak sosial pada 
masyarakat. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat 
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dipengaruhi oleh dua jenis aturan tersebut. Melalui asumsi tersebut 
maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilihat 
melalui kajian sosiologi hukum. 
Salah satu wujud pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah tersebut adalah pembangunan irigasi. Program ini 
diperuntukkan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya 
alam yang tersedia khususnya bagi masyarakat yang 
menggantungkan penghasilannya pada sektor pertanian. Irigasi 
merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia 
yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Indonesia adalah 
negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian 
dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi 
pertanian. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat 
diperlukan untuk mendukung sektor tersebut antara lain tentang 
pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 
2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 
Untuk itu, diperlukan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(P3A) yang kuat, mandiri, dan berdaya sehingga pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi dapat terlaksana dengan baik dan 
berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas 
dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Irigasi menjadi 
4 
pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan 
kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan 
perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada 
beras.  
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang 
irigasi pada ketentuan umum Bab I pasal 1 berbunyi: 
“Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air 
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi 
permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk 
mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan 
irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh 
sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.” 
Menurut Mawardi dan Memed (2004) irigasi sebagai suatu cara 
mengambil air dari sumbernya guna keperluan pertanian, dengan 
mengalirkan dan membagikan air secara teratur dalam usaha 
pemanfaatan air untuk mengairi tanaman. 
Pemanfaatan sumber daya air pada dasa warsa terakhir ini 
dirasa semakin bertambah besar, namun dibalik itu ketersediaan 
jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk 
dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air bagi 
pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim 
hujan pun bisa terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar air hujan 
yang jatuh menjadi aliran permukaan dan tidak termanfaatkan, 
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sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan 
waktu. Keterbatasan air menyebabkan berkurangnya luas tanam, jenis 
dan jumlah produksi pertanian. Untuk mengatasi masalah tersebut 
diperlukan prioritas dan efisiensi penggunaan air. Efisiensi 
penggunaan air yang tinggi dalam hal ini irigasi dapat terlaksana 
apabila manajemen operasional yang ditetapkan tepat pada sasaran 
dan sarana jaringan irigasi yang mewadahi baik jumlah maupun 
kualitasnya. Sarana yang dimaksud meliputi: saluran air, bangunan 
penangkap air, bangunan sadap, bangunan bagi, alat ukur debit dan 
bangunan-bangunan lainnya. Bangunan ukur debit memegang 
peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan air, sehingga 
diperoleh jumlah air yang diberikan akan sama jumlah air yang 
dibutuhkan. Apabila jumlah air yang diberikan lebih besar yang 
diminta, maka efisiensinya rendah sehingga penggunaan air boros, 
terbuang secara percuma. Demikian juga sebaliknya, jika jumlah air 
yang tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman pertanian akan 
berakibat produktivitas hasil pertanian menurun. 
Dengan demikian bangunan ukur debit harus tepat dalam 
memberikan jumlah air sesuai yang melalui kebijakan tentang 
pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani yaitu UU No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 
Tahun 2006 tentang Irigasi. Partisipasi dan peran serta petani dalam 
pengelolaan irigasi dapat semakin ditingkatkan dan dilakukan dalam 
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setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan hasil, dan 
pembiayaannya, sehingga petani mempunyai rasa memilki dan rasa 
tanggung jawab (sense of belonging and sense of responsibility) 
terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana irigasi tersebut. 
Dengan demikian, melalui pengelolaan irigasi diharapkan mampu 
menciptakan petani dan P3A yang kuat dan mandiri sekaligus menjadi 
penopang pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan di wilayah perdesaan (Nugroho, 2012). 
Kecamatan Barebbo merupakan salah satu kecamatan yang 
cukup besar di kabupaten Bone dengan luas wilayah 114,20 km2. 
Kecamatan yang memiliki 18 desa/kelurahan ini berpenduduk 
sebanyak 26.108 jiwa dengan potensi sumber daya unggulan berupa 
padi, rumput laut, kepiting dan kedelai. Sangat disayangkan ketika 
masyarakat apatis dan acuh terhadap sistem irigasi di daerah tersebut. 
Karena untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan adanya 
komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah setempat 
dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan, guna 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 12 tahun 2009 tentang sistem irigasi. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan 
sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di 
Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone? 
2. Apakah faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang Sistem 
Irigasi di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan peraturan daerah No. 12 tahun 2009 tentang Sistem 
Irigasi di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang 
Sistem Irigasi di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bidang Pendidikan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 
referensi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Hukum. 
2. Bidang Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data bagi penelitian 
lebih lanjut berkaitan penelitian serupa. 
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3. Bidang Pengabdian Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi tindak 
lanjut pemegang kebijakan berkaitan dengan partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan perda No.12 tahun 2009 tentang 
sistem irigasi sebagai penunjang  pembangunan. Diharapkan pula 
hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat 
berkaitan dengan sistem irigasi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Karakteristik Sosiologi Hukum 
Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 
terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, 
sosiologi berasal dari kata social dan logos. Social dalam bahasa 
Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup 
sendiri, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat 
diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama 
atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya 
sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta 
fungsinya masing-masing. 
Soerjono Soekanto (2006) mengatakan bahwa sosiologi adalah 
ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat 
empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. 
Menurut Juhaya S. Pradja (1997), sosiologi mengkaji berbagai gejala 
sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari 
signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan 
teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab 
akibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat 
ditemukan. Anthony Giddens (2010) mengatakan bahwa sosiologi 
merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat 
normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, 
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melainkan apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua 
orang4 sebagai ilmu pengetahuan murni (pure science) dan bukan 
merupakan ilmu pengetahuan terapan (applied science). 
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan 
hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, 
mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-
ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni 
menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan 
terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan 
suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum 
di dalamnya. Abdul Wahab Khalaf (2000) mengatakan hukum adalah 
tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang 
menyangkut perintah, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan 
atau untuk meninggalkan. 
Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang 
berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan 
yang tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan 
normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu 
yang cukup alam sehingga norma yang ada disepakati dan cukup 
efektif mengendalikan kehidupan masyarakat yang mampu 
menciptakan kemapanan sosial. Gejala sosial yang muncul demi 
terselenggaranya suatu kaidah sosial merupakan kajian sosiologi 
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hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum secara epistemologis 
mengkaji dua hal mendasar, yaitu : 
1. Gejala sosial dan timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang 
melahirkan norma atau kaidah sosial untuk memagari perilaku 
manusia di luar batas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kaidah 
sosial itu disepakati secara turun-temurun. Dalam konteks 
tersebutlah, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya 
lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial. 
2. Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintahan, penyelenggara 
negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga yang memiliki 
wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum positif atau 
peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas 
sosial, ekonomi, politik, dan beragama, serta hukum yang 
mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal 
atau mengatur hubungan antarindividu dalam keperdataan, yang 
dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat 
diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya 
suatu tindakan pelanggaran hukum atau dari kualitas modus 
operandi dari suatu perbuatan hukum yang semakin canggih. 
Gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru 
atau revisi hukum adalah bagian dari kajian sosiologi hukum.  
Roscoe Pound (1996) membedakan hukum dalam dua arti, 
yaitu sebagai berikut : 
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a. Hukum dalam arti sebagai tata hukum yang mempunyai pokok 
bahasan: 
1) hubungan antara manusia dengan individu lainnya; dan  
2) tingkah laku individu yang mempengaruhi individu lainnya atau 
yang memengaruhi tata sosial atau tata ekonomi.  
b. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari 
putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif mempunyai 
pokok bahasan, yaitu harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh 
manusia sebagai individu atau pun kelompok yang memengaruhi 
hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka.  
Definisi di atas menunjukkan dengan jelas pandangan yang 
realistis dan sosiologis. Dalam definisi hukumnya, Roscoe Pound 
menekankan bahwa hukum merupakan realitas sosial. Hal itu sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2009) bahwa 
hukum harus dipandang sebagai pranata sosial. 
Definisi Roscoe Pound relevan dengan pandangannya bahwa 
negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum merupakan 
sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Pandangannya ini 
menitikberatkan tugas hukum untuk kepentingan umum karena 
kepentingan individu sudah cukup diperhatikan oleh masing-masing 
individu. Namun, dalam menunaikan tugas melindungi kepentingan 
umum, hukum tidak boleh merugikan kepentingan individu.  
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Definisi hukum dari Oxford English Dictionary 8 adalah 
kumpulan aturan, perundang-undangan, atau hukum kebiasaan, di 
mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu 
yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. 
Menurut Ahmad Ali (2008), definisi hukum adalah :  
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat 
sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) 
dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.”  
Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah 
menurut Ahmad Ali (2008) adalah :  
a) harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam 
satu sistem; 
b) perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh warga masyarakat;  
c) berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia 
sebagai individu; 
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d) kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari 
sumber lain, seperti otoritas negara atau pun dari tuhan (hukum 
agama); 
e) kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat 
(sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai 
living law; dan  
f) harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum 
tersebut, di mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi.  
Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya 
digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, Secara 
terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu 
hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika 
berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya 
yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, 
bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah pola 
lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan 
kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan 
perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di 
masyarakat. 
Menurut Soerjono Soekanto (2006), kaidah-kaidah hukum yang 
dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang 
tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat 
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berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 
pengadilan, instruksi presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan 
yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat 
tradisional-normatif, seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut 
menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap 
mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah pola maka sosiologi 
hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.  
Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara 
epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji 
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang 
menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling 
berinteraksi dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat 
terhambatnya interaksi sosial dan disosiasi. Secara ontologis, 
pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya 
berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, 
tenteram, makmur, dan sejahtera. 
Dari pemikiran tersebut, sosiologi hukum merupakan cabang 
ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, 
norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah 
disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di 
masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis adalah berupa 
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perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi 
pelanggarnya. 
Ramdini Wahyu (Saebani, 2007), menyebutkan sebagai ruang 
lingkup sosiologi hukum yang dibagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:  
1) proses pembentukan hukum di lembaga legislatif;  
2) proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan; 
3) penetapan hukum oleh pengadilan; dan  
4) tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.  
Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi 
hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan 
dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan 
melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya 
hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran 
masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran 
masyarakat.  
Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum 
yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. 
Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras 
kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu 
mempertahankan kebenaran hitam di atas putih. 
Untuk lebih memahami karakteristik kajian sosiologis di bidang 
hukum, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound 
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memandang bahwa problem yang utama dewasa ini menjadi perhatian 
utama para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk 
mendorong perbuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan 
menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih 
berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan untuk 
mana hukum itu diterapkan. 
Roscoe Pound memperhatikan pertama-tama terhadap studi 
tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum 
maupun doktrin-doktrin hukum. Kemudian bahwa studi sosiologis 
berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-
undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap 
perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah 
diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Namun 
tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, 
sebab yang merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang 
pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut serta 
efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu. 
Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa studi para 
sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum 
menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan di 
masa silam. Menurut Roscoe Pound, kita telah mempelajari 
pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari 
sistem peradilan kita digunakan mencoba suatu konsistensi, logika, 
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dengan sangat saksama terhadap ‘body of precedent’ (kumpulan 
putusan pengadilan), tetapi kehidupan hukum ada di dalam 
pelaksanaannya. Studi sains yang serius tentang bagaimana membuat 
agar sebanyak-banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan 
hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif. 
Bagi Roscoe Pound, yang juga penting adalah bukan semata-
mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan 
dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang 
telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. 
Malahan hal itu menunjukkan kepada kita, bagaimana hukum di masa 
lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog 
hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut 
(equitable application of law), yaitu memahami aturan hukum sebagai 
penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan 
putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus 
setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat 
mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak 
dengan alasan umum dari orang-orang pada umumnya. Akhirnya, 
Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan 
apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000) bahwa : 
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“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam 
kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui 
pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk 
memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan 
pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-
tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, 
memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan 
subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, 
dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang 
lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial‟, 
maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam 
kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial 
yang lain”.  
Penting pula mengetahui apa yang dikemukakan oleh 
Soentandyo Wignjosoebroto (Ali, 1998) bahwa :  
“… ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua spesialisasi ini. Di 
satu pihak, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin-in 
system (studi mengenai law in books), sedangkan di pihak lain 
hukuman dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin-out system (studi 
mengenai law in action). Di dalam studi ini, hukum tidak dikenspesikan 
sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu 
institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variable-variabel 
sosial yang lain”.  
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Secara garis besar, dapat diketahui objek utama kajian sosiologi 
hukum sebagai berikut :  
1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black 
(1976: 2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat norma 
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang 
sebagai dasar rujukan yang digunakan pemerintah di saat 
pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku 
warganya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh 
karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya 
dengan pengendalian sosial dan sanksi internal, yaitu sanksi yang 
dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara. 
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi 
hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu 
proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 
makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai norma sosial 
yang ada di masyarakatnya, mencakup norma hukum, norma 
moral, norma agama dan norma sosial lainnya, dan dengan 
kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. 
Berkaitan dengan itu, maka tampaknya sosiologi hukum cenderung 
memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan 
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menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial 
dilaksanakan secara efektif. 
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu 
diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi 
hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti dalam konsep Hans 
Kelsen dengan grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang 
dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal 
ini dibahas tentang bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu 
terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. 
4. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan. Dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. 
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena 
hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan 
beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologi :  
1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke 
dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, 
maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada 
masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum 
berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 
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belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan 
penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi 
hukum “tradisional”, yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya 
berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. 
Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu 
sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara 
menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku 
orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini 
mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian 
sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak 
dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat 
internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka 
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang 
sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya 
sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu 
ini. 
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (empirical 
validiity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan 
yang bersifat khas disini adalah “Bagaimanakah dalam 
kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti 
tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara 
pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologi 
adalah bahwa yang pertama menerima apa saja yang tertera pada 
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peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya 
dengan data (empiris). 
 Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum 
sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak 
menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama 
adalah hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang 
dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah 
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-
praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi 
dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan 
penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata 
dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum 
yang nyata. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang 
bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi 
hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh 
perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum 
mempengaruhi masyarakat. 
B. Konsep Pembangunan 
Todaro (2000) menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya 
fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus 
melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan 
24 
demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang 
berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan 
peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. 
Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-
komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro mendefenisikan 
pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang meliputi 
perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga- 
lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut 
Todaro dari definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa : 
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, 
tetapi juga pemerataan. 
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan 
seperti peningkatan: 
a. Life Sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar 
b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang 
memiliki harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain. 
c. Freedom From Servitude : Kemampuan untuk melakukan 
berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan 
orang lain.  
Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti 
pembangunan yang sekarang ini menjadi populer yaitu : 
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1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan 
income atau produktivitas. 
2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara 
berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar 
dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan 
sesamanya. 
4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian 
pembangunan. 
Menurut Rostow (Arief, 1996), pengertian pembangunan tidak 
hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih 
banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam 
perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: 
masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan 
menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di 
antara tahapan ini adalah adalah tahap tinggal landas yang didorong 
oleh satu sektor atau lebih. 
Soekanto (2006) mengemukakan pendapatnya tentang 
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat 
penting, proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya 
usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan 
kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu 
yang panjang. Demikian pula dengan  Todaro yang menyatakan bahwa 
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pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar 
mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan 
pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau negara yang 
sedang berkembang. 
Bryant dan White (1982) menegaskan bahwa pembangunan 
mengandung implikasi yaitu, Pertama, pembangunan berarti 
membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun 
kelompok. Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya 
kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan. Ketiga, 
pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada 
padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang 
sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan. 
Keempat, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk 
membangun secara mandiri. Kelima, pembangunan berati mengurangi 
ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan 
menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling 
menghormati. 
Menurut Gant dalam Suryono (2001) tujuan pembangunan ada 
dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan 
untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai 
dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan 
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kesempatan–kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia 
dan terpenuhi segala kebutuhannya. 
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka 
banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya 
adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit 
(Suryono, 2001) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari 
pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika 
partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan 
yaitu, pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam 
perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap 
pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada 
masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena 
masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga 
masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang 
terjadi. 
C. Pengertian Partisipasi 
Dari   kajian   literatur   tentang   partisipasi   masyarakat   di 
negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi 
diinterpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan 
Uphoff (1977), bahwa “Partisipasi dapat dilihat dari berbagai 
pandangan (perspective). Keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan    program,   
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serta  menikmati keuntungan-keuntungan dari    program    tersebut.   
Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses 
aktif, dimana rakyat dari suatu komuniti mengambil inisiatif dan 
menyatakan dengan tegas otonomi mereka”. 
Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999), berbagai 
penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata 
tentang partisipasi yaitu : 
1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada 
proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 
2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung  arti bahwa 
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 
menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 
3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 
dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring 
proyek, agar supaya memperoleh   informasi  mengenai konteks 
lokal dan dampak sosial. 
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 
perubahan yang ditentukannya sendiri. 
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 
diri, kehidupan dan lingkungan mereka. 
Menurut Sastropoetro (1988), definisi partisipasi yang dikutip dari 
beberapa ahli, sebagai berikut : 
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1. Gordon Allport, menyatakan bahwa Partisipasi keterlibatan ego atau 
diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya 
jasmaniah/fisik saja. 
2. Keith Davis, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan mental dan 
emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada 
tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. 
3. Achmadi, menyatakan Partisipasi dalam bentuk swadaya gotong-
royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan    
dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan 
inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan. 
4. Santoso S. Hamidjoyo, menyatakan Partisipasi berarti turut memikul 
beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan 
bertanggung jawab terhadapnya, dan terwujudnya kreativitas dan 
oto-aktivitas. 
5. Alastraire White, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan 
komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau 
pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. 
6. Santoso Sastropoetro, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan 
spontan dalam kesadaran disertai tanggung jawab terhadap 
kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 
7. Daryono, SH, menyatakan partisipasi berarti keterlibatan dalam 
Proses Pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, 
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menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan 
sumber-sumber potensial dalam pembangunan. 
Kemudian, menurut Oakley (1991) mengartikan partisipasi 
kedalam tiga bentuk, yaitu : 
1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari 
partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya 
sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi 
lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program 
dan proyek pembangunan. 
2. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan 
perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis 
mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental   bagi 
partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi 
dan partisipasi terletak pada hakikat bentuk organisasional sebagai 
sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa 
dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil 
dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan  
partisipasi masyarakat dapat melakukannya  melalui  beberapa 
dimensi, yaitu : 
a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan). 
b. Sumbangan materi (dana, barang, alat). 
c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja). 
d. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan. 
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3. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan 
pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk 
didefinisikan, akan tetapi pemberdayaan    merupakan upaya  untuk 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa 
untuk memutuskan  dan  ikut terlibat dalam pembangunan. 
Moeljarto mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental 
secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang 
mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka 
bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung 
jawab terhadap organisasi tersebut. 
Kemudian seperti yang dikutip Ndraha (1987), Nelson (Bryant & 
White, 1982) menyebut dua macam partisipasi, yaitu : “partisipasi antar 
sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya 
partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan 
dengan atasan, atau antar klien dengan patron atau antar masyarakat 
sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama 
partisipasi vertikal”. 
Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang beredar 
di masyarakat, menurut Soetrisno (1995),yaitu : 
2. Partisipasi  rakyat  dalam  pembangunan sebagai dukungan rakyat 
terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan 
ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya 
partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan 
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rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang 
maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 
3. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang 
erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, 
melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 
pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya 
partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan 
kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi 
juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah 
dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran 
lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat 
untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil 
proyek itu. 
Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan 
keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem 
pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi 
pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam 
pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi 
masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan 
masyarakat. Menurut Adi (2001). Partisipasi masyarakat atau 
keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) 
tahap, yaitu : 
1. Tahap assesment 
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Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang 
dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan 
permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka 
sendiri. 
2. Tahap  alternatif program atau kegiatan 
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah 
yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan  
beberapa alternatif program. 
3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan 
Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah 
direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam 
pelaksanaannya di lapangan. 
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil) 
Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan 
petugas terhadap program yang sedang berjalan. 
D. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat 
Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988), 
mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat 
sebagai berikut, yaitu : 
a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. 
b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. 
34 
c. Mendirikan   proyek   yang   sifatnya   berdikari  dan donornya    
berasal dari  sumbangan individu / instansi yang berada di luar 
lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga). 
d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya 
oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain, 
rapat desa yang menentukan anggarannya). 
e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh 
tenaga ahli setempat. 
f. Aksi massa. 
g. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri. 
h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom. 
Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi 
masyarakat seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988), yaitu sebagai 
berikut : 
a. Pikiran (psychological participation). 
b. Tenaga (physical participation). 
c. Pikiran   dan    tenaga  (psychological  dan  physical participation) 
d. Keahlian (participation with skill). 
e. Barang (material participation). 
f. Uang (money participation). 
Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001) 
memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight 
Rungs on ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk 
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mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di 
sebuah negara. 
Dari model delapan anak tangga Arsntein maka akan sangat 
membantu untuk menganalisis perkembangan ataupun tingkat 
partisipasi masyarakat di suatu negara ataupun di suatu daerah. 
E. Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan 
Oakley (1991) berpendapat bahwa “Partisipasi merupakan hal 
yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya 
partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang 
berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan 
terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya 
dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam 
masyarakat”. 
Menurut Moeljarto (1987), partisipasi menjadi amat penting, 
terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, karena : 
1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan,  
partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk 
dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut 
masyarakat. 
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus 
informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah 
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yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini 
tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan. 
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana 
rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. 
5. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek 
pembangunan. 
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah 
kepada seluruh masyarakat. 
7. Partisipasi menopang pembangunan. 
8. Partisipasi menyediakan lingkungan  yang kondusif baik bagi 
aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.  
9. Partisipasi   merupakan    cara    yang    efektif    membangun 
kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan 
guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis 
individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. 
Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap 
perencanaan, program dan kegiatan sosial karena : 
1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai 
kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa 
informasi ini, maka program tidak akan berhasil. 
2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan 
pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan 
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persiapan sehingga mereka akan menganggap bahwa program 
atau kebijakan tersebut adalah mereka. Hal ini perlu untuk 
menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya dalam 
program yang bertujuan untuk mengubah masyarakat dalam cara 
berpikir, merasa dan bertindak. 
3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi 
masyarakat merupakan “hak demokrasi yang bersifat dasar”, 
dimana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan 
dimaksudkan untuk memberi keuntungan pada manusia. 
Menurut Supriatna (2000) tanpa partisipasi pembangunan justru 
akan mengganggu manusia dalam upayanya untuk memperoleh 
martabat dan kemerdekaannya. Pentingnya partisipasi masyarakat juga 
diungkapkan oleh Kartasasmita (1996), diperlukan peningkatan 
partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang 
menyangkut diri dan masyarakatnya. 
Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan pernyataan Conyers, 
menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 
mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan 
pembangunan yaitu : 
a. Partisipasi    masyarakat    merupakan     suatu      alat    guna    
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 
masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program   
pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 
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b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 
proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap 
proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting 
khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh 
masyarakat. 
c. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan   dalam 
pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan   
mereka pun mempunyai untuk turut ‘urun rembug’ (memberikan 
saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 
dilaksanakan di daerah mereka. 
Menurut Dr. Lastaire White dalam tulisannya “Introduction  To 
Community Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro (1988) 
mengemukakan 10 (sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi 
dalam setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut : 
1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai 
2. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan 
biaya yang murah. 
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, 
karena menyangkut kepada harga dirinya. 
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya 
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. 
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6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 
masyarakat telah dilibatkan. 
7. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah 
yang benar. 
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan 
yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan 
berbagai keahlian. 
9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada 
keahlian orang lain. 
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab 
kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha 
untuk mengatasinya. 
Menurut Tjokromidjoyo (1976), ada empat aspek penting dalam 
rangka partisipasi pembangunan, yaitu : 
1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan 
mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan 
arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan 
pemerintah. 
2. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-
tujuan  dan terutama cara-cara  dalam merencanakan  tujuan  itu 
yang sebaiknya. 
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3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang 
konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan 
dalam proses politik. 
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif 
dalam pembangunan yang berencana. 
Partisipasi   masyarakat   dalam   proses   perencanaan  
pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan 
individu,   kelompok  serta masyarakat  memperbaiki  keadaan  mereka 
sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi 
kebutuhannya tersebut. Di samping juga mereka merasa memiliki dan 
bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa 
yang telah dimanfaatkan tersebut. 
Hal ini terlihat dalam istilah “bottom up planning” (perencanaan 
dari bawah),  keterlibatan  pada  “grassroots” (sampai pada masyarakat 
yang   paling bawah), “Demokratic Planning” (perencanaan demokratis) 
dan “Participatory Planning”. Dalam usaha meningkatkan partisipasi 
masyarakat, perlu diketahui tujuan dari partisipasi tersebut, menurut 
Glass, ada 5 (lima) tujuan umum partisipasi masyarakat, yaitu : 
1. Pertukaran informasi, hal ini terutama bertujuan untuk 
memungkinkan adanya kebersamaan antara pengambil keputusan   
dan    rakyat   untuk memungkinkan    rakyat   biasa  yang  secara  
bersama  mengembangkan   ide- ide  dan keinginan. 
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2. Pendidikan, ini berhubungan penyebaran informasi secara terinci 
dari suatu rencana sehingga memungkinkan masyarakat mengerti 
akan rencana tersebut.  
3. Bangunan dukungan (support  building) ini terutama melibatkan   
kegiatan yang bersifat menciptakan suasana yang baik sehingga 
memungkinkan tidak terjadi benturan di antara kelompok-kelompok 
masyarakat, dan antara kelompok masyarakat dan pemerintah. 
4. Proses pembuatan keputusan yang terbuka, ini terutama bertujuan 
untuk memungkinkan masyarakat biasa memberikan ide-ide baru 
atau pilihan ide dalam proses perencanaan. 
5. Masukan dari masyarakat, sebagai suatu usaha mengumpulkan dan 
mengidentifikasikan sikap dan pendapat dari kelompok masyarakat. 
F. Perda Kab. Bone No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi 
Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi mengatur 
tentang pembangunan dan pengelolaan irigasi. Hal tersebut bertujuan 
untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. 
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan 
secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, 
berkeadilan, dan akuntabel. Pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan semua pihak terkait dan 
mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. 
Dalam Perda tersebut, Daerah Irigasi yang diatur ialah Daerah 
Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar. Daerah irigasi di atas 
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3000 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah irigasi 
yang berada antara 1000-3000 hektar menjadi tanggung jawab 
pemerintah provinsi. Sedangkan daerah irigasi di bawah 1000 hektar 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 
Keterlibatan masyarakat diatur dalam sistem kelembagaan yang 
berupa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). KPI meliputi SKPD 
yang membidangi irigasi, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A). Komisi Irigasi terdiri dari wakil pemerintah 
kabupaten, wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna air irigasi. Komisi 
Irigasi bertugas untuk: 
1. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondisi dan fungsi irigasi; 
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi; 
3. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi 
bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan 
4. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi. 
Daerah irigasi terbagi atas 3 tingkatan yaitu daerah irigasi 
primer, sekunder, dan tersier. Petani pemakai air wajib membentuk 
P3A secara demokratis pada setiap daerah irigasi tersier. P3A dapat 
membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada 
daerah irigasi sekunder, ataupun gabungan beberapa daerah irigasi 
sekunder. GP3A dapat membentuk induk P3A pada daerah irigasi 
primer, ataupun gabungan dari beberapa daerah irigasi primer. 
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Dalam pasal 15, hak dan tanggung jawab masyarakat petani 
dan atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
sebagai berikut: 
1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
tersier. 
2. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
3. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, 
pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran 
irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan 
partisipatif. 
Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi partisipasi 
masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki, kebersamaan, dan tanggung 
jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. Partisipasi masyarakat petani 
dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dmulai dari 
pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan 
dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan 
rehabilitasi. Partisipasi masyarakat petani dilakukan melalui: 
1. Perseorangan atau melalui P3A. 
2. Sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan 
dana. 
44 
3. Kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat 
kemitraan dan kemandirian. 
Masyarakat petani berhak mengakses informasi pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban 
menyediakan informasi yang diperlukan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone 
dengan sasaran penelitian yaitu perangkat Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone,  masyarakat setempat,  serta pihak-pihak lain yang 
terkait dengan penelitian ini. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan 
Barebbo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang 
memiliki daerah persawahan yang cukup luas. Daerah persawahan 
tersebut merupakan daerah yang membutuhkan sistem irigasi dalam 
proses produksi panennya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan 
pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu : 
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian melalui proses wawancara ataupun pembagian 
kuesioner terhadap pihak Pemerintah di Dinas PU dan Sumber 
Daya Air Kab. Bone, Kecamatan Barebbo, Kelurahan Apala, Desa 
Samaelo, dan Desa Corowali. Selain itu, wawancara dan 
pembagian kuesioner juga dilakukan terhadap masyarakat 
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Kecamatan Barebbo dan pihak dari organisasi masyarakat, baik itu 
dari GP3A maupun P3A. 
b. Data sekunder, yaitu : 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
(Library Research) berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang 
berasal dari GP3A dan P3A yang berada di wilayah Kecamatan 
Barebbo.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research).  
a. Penelitian Pustaka (library research)  
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, surat kabar, 
internet, majalah atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti, serta data yang diperoleh dari 
pemerintahan maupun organisasi masyarakat setempat.  
b. Penelitian Lapangan (field research)  
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menempuh dua cara, yaitu :  
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1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang secara langsung kepada responden dan 
narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara 
kepada pihak pemerintah dan masyarakat. 
2) Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan interaksi langsung dengan objek yang akan diteliti, 
dalam hal ini memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
D. Analisis Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam 
suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat 
gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada. Datanya 
kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah data 
yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, 
sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang 
sebenarnya dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan 
Daerah No. 12 Tahun 2009 di Kecamatan Barebbo Kabupaten 
Bone 
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone No. 12 Tahun 2009 
tentang Sistem Irigasi hadir dengan tujuan untuk mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan 
produktivitas pertanian secara berkesinambungan. Hal tersebut juga 
berkaitan dengan upaya penunjang ketahanan pangan Nasional yang 
memerlukan dukungan irigasi. Perda tersebut hadir guna 
mengoptimalkan dukungan irigasi sehingga diperlukanlah sistem irigasi 
sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut. 
Keberadaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang 
Sistem Irigasi di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone  memiliki 
dampak positif bagi masyarakat khususnya para petani. Berdasarkan 
penuturan Kabid Sumber Daya Air Dinas PU dan Sumber Daya Air 
Kab. Bone, Askar, ST, M.Si yang diwawancarai pada 29 September 
2014, masyarakat sangat mendukung kehadiran Perda tersebut. Hal 
tersebut diperlukan untuk mencegah konflik-konflik yang terjadi. Aturan 
tentang pembagian air dilandasi oleh Perda tersebut. Sehingga 
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masyarakat tidak perlu berebut air karena sudah ada aturan yang 
dibuat berkaitan pembagian air. 
Hal tersebut sejalan dengan temuan di lapangan. Masyarakat 
sangat terbantu dengan hadirnya sistem irigasi. Sistem irigasi yang 
hadir saat ini memberi peningkatan produksi bagi petani. Sebelum 
adanya peningkatan sistem irigasi seiring dengan kehadiran Perda No. 
12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi, panen hanya dapat dilakukan 
sekali dalam setahun. Setelah peningkatan sistem irigasi terlaksana, 
panen dapat dilakukan hingga 3 kali dalam setahun yaitu panen padi 
sebanyak dua kali dan tanaman palawija sebanyak satu kali. Lukman 
sebagai ketua salah satu GP3A di Kecamatan Barebbo menuturkan 
bahwa dengan hadirnya aturan dari pemerintah berkaitan sistem irigasi 
memberikan peningkatan dalam produksi panen. Hal tersebut 
disebabkan dengan adanya pengembangan dan pengelolaan irigasi 
yang diatur dalam perda tersebut, petani lebih mudah memperoleh air 
untuk kebutuhan pertaniannya. Hal serupa juga disampaikan oleh 
Zainal L. AK, SE selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan 
Barebbo (diwawancarai 30 September 2014). Dengan hadirnya sistem 
irigasi yang ada saat ini, sangat membantu masyarakat untuk 
memperoleh air irigasi. 
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Tabel I 
Respon Masyarakat Kecamatan Barebbo terhadap Perda No. 12 
Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi 
No Nama 
Umur 
(Tahun) 
Kehadiran Perda Sistem Irigasi 
Setuju Tidak Setuju 
1. M. Nasir 54 √  
2. Kartini 35 √  
3. Idris 43 √  
4. Abdu 45 √  
5. Ramlan 39 √  
6. Umar 46 √  
7. Ibrahim 37 √  
8. Aziz 48 √  
9. Samsualam 44 √  
10. Muh. Said 43 √  
11. Samsudi 39 √  
12. Arman 35 √  
13. Tuti 34 √  
14. Maming 51 √  
15. Sumardi 38 √  
Sumber: Data Primer, 2014 
Berdasarkan Tabel I, terlihat jelas bahwa masyarakat setuju 
dengan kehadiran Perda tersebut. Beberapa masyarakat berpendapat 
bahwa dengan hadirnya aturan dari pemerintah mengenai pembagian 
air irigasi yang berlandaskan pada Perda tersebut membuat 
masyarakat semakin mudah dalam menggunakan air irigasi. Berbagai 
macam pembangunan sistem irigasi yang dilaksanakan juga membuat 
masyarakat sangat terbantu dalam mengelola sawahnya. 
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Masyarakat turut berpartisipasi dalam pemeliharaan sistem 
irigasi yang ada di daerahnya masing-masing. Masyarakat sering kali 
berpartisipasi dalam pembersihan saluran irigasi. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Kabid Sumber Daya Air Dinas PU dan Sumber 
Daya Air Kab. Bone (diwawancarai 29 September 2014). Untuk 
pemeliharaan sistem irigasi di tingkat primer dan sekunder menjadi 
tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan sistem irigasi di tingkat 
tersier menjadi tanggung jawab dari masyarakat.  
Kepala Desa Samaelo Kec. Barebbo Kab. Bone, Lantara,  juga 
mengungkapkan hal serupa (diwawancarai 30 September 2014). 
Masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan 
dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal tersebut juga didorong oleh 
bantuan yang diberikan pemerintah. Untuk pemeliharaan sistem irigasi 
di tingkat primer dan sekunder menjadi tanggung jawab dari 
pemerintah. Sedangkan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi 
tanggung jawab dari masyarakat. Namun untuk beberapa sistem irigasi 
di tingkat tersier, masyarakat menerima bantuan materiil dari 
pemerintah berupa bahan bangunan. Hal tersebut kemudian memacu 
semangat dari masyarakat untuk membangun sistem irigasi tersier 
yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Masyarakat kemudian 
secara aktif melakukan pembangunan pada sistem irigasi tersier yang 
mereka miliki. 
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Berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadi 
stimulus bagi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di 
daerahnya. Selain itu dengan terlibat secara aktif dalam proses 
pembangunan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada 
masyarakat terhadap sistem irigasi yang mereka bangun. Hal ini 
sejalan dengan pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan yang 
dikemukakan oleh Dr. Lastaire White (Satropoetro, 1988). Melalui 
partisipasi hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak. Selain itu, rasa 
tanggung jawab dapat timbul akibat dari partisipasi yang dilakukan. 
Partisipasi dapat pula menimbulkan rasa dibutuhkan pada masyarakat 
sehingga hal tersebut berkaitan dengan harga diri dari tiap masyarakat 
yang memberikan partisipasinya. Rasa memiliki terhadap kegiatan 
yang dilakukan juga timbul melalui partisipasi. 
Dalam Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi, 
masyarakat pengguna air irigasi diwajibkan untuk membentuk 
Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A). Untuk mewadahi 
kepentingan antara P3A dapat dibentuk GP3A. Untuk mewadahi 
kepentingan antara GP3A dibentuk Induk P3A yang mewadahi satu 
sistem DI. 
Di Kecamatan Barebbo terdapat 4 GP3A, namun hanya 3 di 
antaranya yang memiliki cakupan wilayah hanya di Kecamatan 
Barebbo. Pembagian GP3A didasari pada lokasi beberapa P3A yang 
menggunakan saluran irigasi yang berdekatan. Saluran irigasi tersebut 
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dialiri oleh air irgasi yang berasal dari bendungan. Penamaan daerah 
irigasi (DI) disesuaikan dengan asal air irigasi. Di Kecamatan Barebbo 
ada dua daerah irigasi, yaitu DI Pattiro dan DI Palakka. Dari ketiga 
GP3A yang ada di Barebbo, satu di antaranya merupakan pengguna 
DI Palakka dan dua lainnya merupakan pengguna DI Pattiro. 
DI Pattiro merupakan daerah irigasi yang aliran airnya berasal 
dari Bendungan Pattiro. Bendungan Pattiro memiliki kapasitas aliran 
sebesar 5.000 liter/detik. Bendungan yang dibangun pada tahun 1927 
ini memiliki luas areal layanan 4.944 hektar dan panjang saluran 
primer 3.518 meter. Dua GP3A yang wilayahnya berada di Kecamatan 
Barebbo bergantung pada DI tersebut. Kedua GP3A tersebut ialah 
GP3A Sipakainge dan GP3A Mabbulo Sibatang. GP3A Sipakainge 
wilayah cakupannya ialah Desa Samaelo dan Desa Cirowali. 
Sedangkan GP3A Mabbulo Sibatang wilayah cakupannya ialah Desa 
Talungeng, Desa Kampuno, Desa Cirowali, dan Desa Apala. GP3A 
Sipakainge terdiri atas 4 P3A. Sedangkan GP3A Mabbulo Sibatang 
terdiri atas 7 P3A. 
Dalam pembentukan P3A, pemerintah hanya memfasilitasi dan 
masyarakatlah yang memiliki peran utama dalam pembentukan 
organisasi tersebut. Pemerintah mendorong masyarakat dalam 
pembentukan organisasi tersebut. Jika P3A telah dibentuk maka dapat 
dengan mudah sistem pengambilan air dibuat. 
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Setiap P3A memiliki anggaran dasar dan rumah tangga 
tersendiri. Setiap aturan-aturan di dalamnya dibuat sendiri oleh 
anggota-anggotanya melalui forum tudang sipulung. Dalam forum 
tersebut masyarakat bebas membuat aturan sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing. Musyawarah mufakat menjadi aturan main dalam 
menciptakan aturan-aturan tersebut.  
Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh 
Roscoe Pound (1996) bahwa negara didirikan demi kepentingan 
umum dan hukum merupakan sarana utama untuk merealisasikan 
tujuan itu. Pandangannya ini menitikberatkan tugas hukum untuk 
kepentingan umum karena kepentingan individu sudah cukup 
diperhatikan oleh masing-masing individu. GP3A dipandang sebagai 
bentuk sederhana dari negara dimana kepentingan umum yaitu 
kepentingan para petani yang bergabung di dalamnya melandasi 
pembentukan dari GP3A tersebut.  Anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga merupakan produk hukum yang menjadi alat bagi GP3A 
untuk memenuhi kepentingan umum dari para anggotanya yang juga 
berasal dari anggotanya sendiri. 
GP3A terbentuk atas dasar aturan yang tertuang dalam Perda 
No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi. Begitu pula dengan 
anggaran dasar dan rumah tangga GP3A yang sesuai dengan Perda 
tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Kelsen (1995) 
bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 
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dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah 
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, 
demikian seterusnya hingga pada suatu norma yang tidak dapat 
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar 
(grundnorm). Perda tersebut menjadi suatu produk hukum yang lebih 
tinggi dibanding anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari 
GP3A tersebut.  
B. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem 
Irigasi 
GP3A Sipakainge dan GP3A Mabbulo Sibatang merupakan 
GP3A di Kecamatan Barebbo yang bergantung pada DI Pattiro. Jika 
dibandingkan, GP3A Mabbulo Sibatang lebih besar dibanding GP3A 
Sipakainge. Hal tersebut disebabkan GP3A Mabbulo Sibatang terdiri 
atas 7 P3A sedangkan GP3A Sipakainge hanya terdiri dari 4 P3A saja. 
Cakupan wilayah GP3A Mabbulo Sibatang juga lebih banyak 
dibanding GP3A Sipakainge, yaitu 4 desa sedangkan GP3A 
Sipakainge hanya 2 desa saja. Cakupan wilayah yang lebih banyak 
dibanding GP3A Sipakainge menimbulkan keterhambatan bagi para 
pengurus GP3A Mabbulo Sibatang untuk melakukan interaksi dengan 
para anggota guna meningkatkan partisipasinya. 
GP3A Sipakainge berpusat di Desa Samaelo, sedangkan GP3A 
Mabbulo Sibatang berpusat di Desa Talungeng. GP3A Sipakainge 
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merupakan salah satu GP3A terbaik di Indonesia. GP3A tersebut 
menempati posisi 5 teratas dalam lomba GP3A tingkat nasional yang 
dilaksanakan di Bandung pada Agustus 2014 lalu. Menurut penuturan 
Kepala Desa Samaelo, Lantara, GP3A Sipakainge dapat meraih 
prestasi tersebut diakibatkan oleh partisipasi masyarakat yang luar 
biasa, terutama masyarakat Desa Samaelo (diwawancarai 30 
September 2014). Menurutnya, kerja sama yang dilakukan oleh 
masyarakat serta pihak pemerintah merupakan kunci keberhasilan dari 
GP3A yang diketuai oleh Lukman.  
GP3A Sipakainge sering kali membuat kegiatan yang 
mengandalkan partisipasi dari masyarakat sebagai penunjang bagi 
berlangsungnya kegiatan. Tidak hanya petani pria, istri dari mereka 
pun yang sebagian besar tergabung dalam Kelompok Wanita Tani juga 
turut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kesadaran 
masyarakat yang tinggi serta rasa kepemilikan terhadap segala aset 
pertanian yang diberikan kepada mereka didukung dengan 
kepemimpinan oleh ketua GP3A mampu mengarahkan partisipasi 
masyarakat guna membangun wilayahnya, khususnya pada sistem 
irigasi persawahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 tentang Asas 
pada Perda No. 12 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan pada asas 
partisipatif. Selain itu, kemandirian juga menjadi asas dalam 
pengembangan dan pengelolaan irigasi pada perda tersebut. 
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Hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang tergabung 
dalam GP3A Mabbulo Sibatang. Masyarakat tersebut umumnya 
sepakat dengan kehadiran Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem 
Irigasi. Masyarakat tersebut umumnya mengetahui tentang manfaat 
dari pelaksanaan perda tersebut. GP3A pun dibentuk guna mewadahi 
masyarakat yang merupakan anggota sebagai wujud partisipasi dalam 
pelaksanaan perda tersebut. Namun kesadaran masyarakat masih 
rendah jika dibandingkan dengan masyarakat GP3A Sipakainge. Hal 
tersebut dapat ditemukan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
GP3A terkait yang tidak dihadiri oleh banyak masyarakat.  
Hal tersebut juga mempengaruhi beberapa pihak baik itu dari 
pihak pemerintah maupun organisasi yang bergerak dalam bidang 
pertanian dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan sistem 
irigasi. Sehingga dalam pelaksanaan perda, khususnya 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tidak seberhasil dengan 
GP3A Sipakainge. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Masyarakat Kecamatan Barebbo secara umum cukup berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem 
Irigasi. Jika ditinjau dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
masing-masing GP3A, masyarakat memiliki perbedaan dalam 
tingkat partisipasinya. Masyarakat yang tergabung dalam GP3A 
Sipakainge sangat partisipatif dalam setiap kegiatan yang 
dilakukan, khususnya kegiatan terkait pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi. Berbeda dengan GP3A Mabbulo 
Sibatang yang kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan masih 
terbilang rendah jika dibandingkan dengan kehadiran masyarakat 
yang tergabung dalam GP3A Sipakainge. 
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat pada salah satu GP3A 
yang menimbulkan perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi 
dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, perbedaan cakupan 
wilayah pada GP3A yang mewadahi masyarakat. Cakupan wilayah 
yang meliputi 4 desa pada GP3A Mabbulo Sibatang membuat 
rendah intensitas pengurus GP3A dengan para masyarakat 
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sehingga potensi partisipasi masyarakat tidak dapat dimanfaatkan 
secara maksimal. Kedua, kesadaran masyarakat yang tergabung 
dalam GP3A Mabbulo Sibatang masih rendah jika dibandingkan 
dengan masyarakat pada GP3A Sipakainge. Hal tersebut didasari 
pada jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan yang dilakukan 
oleh masing-masing GP3A.  
B. Saran 
1. Cakupan wilayah GP3A dapat diperkecil dengan membagi 
GP3A menjadi beberapa GP3A agar interaksi pengurus GP3A 
dengan masyarakat dapat dimaksimalkan guna meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perda No. 12 tahun 
2009 tentang Sistem Irigasi. 
2. Pengurus GP3A Mabbulo Sibatang dapat melakukan studi 
banding pada GP3A Sipakainge mengenai pelaksanaan 
berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya 
secara maksimal agar dapat mempelajari hal teknis dari upaya 
peningkatan partisipasi masyarakat di wilayahnya. 
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